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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Bahwa berdasarkan dari hasil penelitian yang di peroleh, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil dari evaluasi keseluruhan mengenai Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahtraan 

Masyarakat Desa di Desa Jenggal Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara 

Tahun 2019, bisa dapat dikatakan sudah cukup baik dalam melaksanakan amanah 

yang di berikan untuk mengelola Dana Desa yang di peruntukan untuk 

meningkatkan pembangunan dalam segi fisik mau pun nonfisik yang di utamakan 

(SDM) Sumber Daya Manusia karena berjalannya pemerintahan yang baik pasti 

yang tidak terlepas dari sumber daya manusia yang menjalankannya dengan 

mengacu pada menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai 

Pengelolaan Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Alokasi Keuangan Dana 

Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jenggala sebagai berikut yaitu : 

1. Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah desa 

secara teknis maupun administrasi dalam pelaksanaannya mengikuti 

Peraturan perosedur yang berlaku yaitu berbasis aplikasi Siskeudes 

sesuai pada bentuk program. 

2. Faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan 

keuangan alokasi dana desa dalam pemberdayaan SDM. Yang pertama 

faktor pendukung sumber daya manusia dari tingkat pendidikan 

bendahara dan kepala desa yang bagus dan tingkat partisipasi 

mayarakat, kedua faktor penghambat sumber daya manusia tingkat 

pendidikan masih banyak tidak sekolah berjumlah 3.054 orang  serta 

kesadaran ingin maju dari masyarakat masih kurang. 

5.2. Saran 

Untuk lebih meningkatkan “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi 

Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahtraan Masyarakat di Desa Jenggala 
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Kecamatan Tannjung Kabupaten Lombok Utara” Berikut Ada beberapa saran 

yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut : 

 

1. Untuk Pemerintahan Desa 

Hendaknya lebih meningkatkan tentang  Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuanagan Dana Desa supaya dalam pengelolaan agar terrealisasikan 

dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

pembinaan secara rutin karena mengetahui masyarakat yang harus di 

berikan dorongan oleh pemerintah desa dalam pembinaan kepada 

masyarakat untuk mengembangkan sumber daya yang di miliki agar 

masyarakat mandiri,berkembang dalam segi kreatifitas dan lainnya agar 

menjadi terarah. 

2. Bagi Masyarakat  

Hendaknya masyarakat lebih memahami Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Alokasi Dana Desa dan menyadari akan pentingnya 

meningkatkan Sumber Daya Manusia supaya menjadi masyarakat yang 

maju dalam segala hal dan pentingnya Partisipasi dari masyarakat dalam 

berbagai hal kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintahan desa agar 

mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang tepat 

sasaran.  
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Lampiran 1 

Foto wawancara bersama dengan Bendahara Desa Jenggala 
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Lampiran 2 

Foto wawancara bersama dengan Kepala Desa Jenggala  

 

Lampiran 3 

Foto wawancara bersama Ketua BPD Desa Jenggala 
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Lampiran 4 

Foto wawancara bersama dengan Tokoh Masyarakat di Desa Jenggala 

 

Lampiran 5 

Informasi mengenai Desa Jenggala bisa di lihat melalui Situs Web  

yang di miliki Desa 
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